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Abstract

Surplus perdagangan dan penerimaan devisa memberikan ruang bagi negara untuk memperkuat
ketahanan, tetapi tidak dengan sendirinya menghasilkan transformasi ekonomi. Nilai tambah domestik
baru tumbuh apabila pendapatan eksternal dikonversi menjadi investasi produktif, teknologi,
keterampilan, jaringan pemasok, infrastruktur, inovasi, pekerjaan berkualitas, dan kemampuan
perusahaan nasional memasuki kegiatan bernilai lebih tinggi. Artikel ini menyusun kerangka konversi
surplus melalui lima jalur: stabilisasi antarsiklus, investasi modal manusia dan fisik, pendalaman struktur
industri, peningkatan kandungan domestik, serta pemerataan manfaat. Pembahasan menekankan bahwa
hilirisasi tidak cukup diukur dari ekspor produk olahan; kualitas energi, kompleksitas produk,
pembelajaran teknologi, kepemilikan pengetahuan, penerimaan negara, spillover kepada UMKM, dan
biaya ekologis harus diperhitungkan. Dalam konteks Indonesia, strategi yang efektif memerlukan disiplin
fiskal, kebijakan industri berbasis kinerja, pembiayaan jangka panjang, tata kelola sumber daya,
pengadaan strategis, pendidikan vokasi, riset, dan koordinasi pusat-daerah. Artikel menyimpulkan bahwa
surplus yang paling bernilai bukan yang sekadar menumpuk cadangan atau laba, melainkan yang

memperbesar kapasitas produktif nasional dan memperluas kesejahteraan antargenerasi.

Kata Kunci: surplus perdagangan; nilai tambah domestik; transformasi struktural; hilirisasi;
industrialisasi; investasi produktif; rantai nilai global; kebijakan industri; pekerjaan berkualitas;

Indonesia.

Artikel

1. Pendahuluan: Dari Devisa Menuju Kapabilitas

Konversi surplus merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal menjadi
kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur devisa, tabungan, investasi, teknologi, kerja, dan institusi
tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan biaya, skala, risiko,
dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah kapasitas produktif domestik yang bertahan
setelah boom berakhir. Surplus merupakan kesempatan, bukan jaminan transformasi. Oleh sebab itu,
kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang terjadi pada perusahaan,

pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, konversi surplus harus menghasilkan tambahan produktivitas,

pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi apabila input
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utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok nasional tidak
berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan devisa, tabungan, investasi, teknologi, kerja, dan
institusi yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap keterampilan, jasa teknik, logistik,

pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara bersamaan.

Pelaksanaan agenda konversi surplus memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara menyediakan
arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan menanggung risiko
komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun pengetahuan dan talenta;
pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk mencapai kapasitas produktif
domestik yang bertahan setelah boom berakhir, insentif perlu berbasis kinerja, memiliki jangka waktu,

dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak tercapai.

Dalam konteks Indonesia, surplus merupakan kesempatan, bukan jaminan transformasi.
Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral
membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas
petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim
membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga

standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

2. Memahami Nilai Tambah Domestik

Nilai tambah domestik merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal
menjadi kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur upah, surplus usaha, pajak produksi, depresiasi, dan
input antara tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan
biaya, skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah bagian nilai yang benar-benar
diciptakan di dalam negeri. Ekspor bruto perlu dibedakan dari pendapatan domestik bersih. Oleh sebab
itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang terjadi pada

perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, nilai tambah domestik harus menghasilkan tambahan
produktivitas, pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi
apabila input utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok
nasional tidak berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan upah, surplus usaha, pajak produksi,
depresiasi, dan input antara yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap keterampilan,

jasa teknik, logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara bersamaan.

Pelaksanaan agenda nilai tambah domestik memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara

menyediakan arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan
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menanggung risiko komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun
pengetahuan dan talenta; pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk
mencapai bagian nilai yang benar-benar diciptakan di dalam negeri, insentif perlu berbasis kinerja,

memiliki jangka waktu, dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak tercapai.

Dalam konteks Indonesia, ekspor bruto perlu dibedakan dari pendapatan domestik bersih.
Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral
membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas
petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim
membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga

standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

3. Identitas Tabungan-Investasi sebagai Titik Awal

Tabungan nasional merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal menjadi
kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur rumah tangga, korporasi, pemerintah, investasi, dan posisi
eksternal tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan biaya,
skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah pengalihan kelebihan tabungan ke
proyek produktif. Surplus eksternal dapat menandakan kekuatan atau kekurangan investasi. Oleh sebab
itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang terjadi pada

perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, tabungan nasional harus menghasilkan tambahan
produktivitas, pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi
apabila input utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok
nasional tidak berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan rumah tangga, korporasi, pemerintah,
investasi, dan posisi eksternal yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap
keterampilan, jasa teknik, logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara

bersamaan.

Pelaksanaan agenda tabungan nasional memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara
menyediakan arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan
menanggung risiko komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun
pengetahuan dan talenta; pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk
mencapai pengalihan kelebihan tabungan ke proyek produktif, insentif perlu berbasis kinerja, memiliki

jangka waktu, dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak tercapai.
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Dalam konteks Indonesia, surplus eksternal dapat menandakan kekuatan atau kekurangan investasi.
Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral
membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas
petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim
membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga

standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

4. Mengukur Kualitas Surplus

Kualitas surplus merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal menjadi
kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur asal komoditas, diversifikasi, kandungan lokal, volatilitas, dan
distribusi tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan biaya,
skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah surplus yang stabil, kompleks, dan
menyebar manfaatnya. Angka nominal tidak cukup untuk menilai keberhasilan. Oleh sebab itu, kebijakan
harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang terjadi pada perusahaan, pekerja,

wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, kualitas surplus harus menghasilkan tambahan produktivitas,
pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi apabila input
utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok nasional tidak
berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan asal komoditas, diversifikasi, kandungan lokal,
volatilitas, dan distribusi yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap keterampilan, jasa

teknik, logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara bersamaan.

Pelaksanaan agenda kualitas surplus memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara menyediakan
arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan menanggung risiko
komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun pengetahuan dan talenta;
pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk mencapai surplus yang stabil,
kompleks, dan menyebar manfaatnya, insentif perlu berbasis kinerja, memiliki jangka waktu, dapat

diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak tercapai.

Dalam konteks Indonesia, angka nominal tidak cukup untuk menilai keberhasilan. Keberagaman
antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral membutuhkan
tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas petani dan rantai
dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim membutuhkan
pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga standar, sedangkan

pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.
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5. Prinsip Konversi: Stabilisasi, Investasi, dan Transformasi

Arsitektur konversi merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal menjadi
kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur dana stabilisasi, anggaran, pembiayaan, industri, dan
perlindungan tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan
biaya, skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah penggunaan windfall tanpa
memanaskan ekonomi atau memboroskan rente. Urutan kebijakan menentukan hasil jangka panjang.
Oleh sebab itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang terjadi pada

perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, arsitektur konversi harus menghasilkan tambahan
produktivitas, pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi
apabila input utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok
nasional tidak berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan dana stabilisasi, anggaran, pembiayaan,
industri, dan perlindungan yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap keterampilan,

jasa teknik, logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara bersamaan.

Pelaksanaan agenda arsitektur konversi memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara
menyediakan arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan
menanggung risiko komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun
pengetahuan dan talenta; pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk
mencapai penggunaan windfall tanpa memanaskan ekonomi atau memboroskan rente, insentif perlu
berbasis kinerja, memiliki jangka waktu, dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil

tidak tercapai.

Dalam konteks Indonesia, urutan kebijakan menentukan hasil jangka panjang. Keberagaman
antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral membutuhkan
tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas petani dan rantai
dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim membutuhkan
pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga standar, sedangkan

pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

6. Dana Stabilisasi dan Aturan Fiskal

Pengelolaan antarsiklus merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal
menjadi kemampuan ekonomiyang menetap. Unsur harga acuan, tabungan, penarikan, transparansi, dan
audit tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan biaya, skala,

risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah pemutusan hubungan antara boom
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komoditas dan belanja pro-siklus. Penerimaan sementara tidak boleh membiayai kewajiban permanen
tanpa dasar. Oleh sebab itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil

yang terjadi pada perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, pengelolaan antarsiklus harus menghasilkan tambahan
produktivitas, pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi
apabila input utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok
nasional tidak berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan harga acuan, tabungan, penarikan,
transparansi, dan audit yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap keterampilan, jasa

teknik, logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara bersamaan.

Pelaksanaan agenda pengelolaan antarsiklus memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara
menyediakan arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan
menanggung risiko komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun
pengetahuan dan talenta; pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk
mencapai pemutusan hubungan antara boom komoditas dan belanja pro-siklus, insentif perlu berbasis
kinerja, memiliki jangka waktu, dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak

tercapai.

Dalam konteks Indonesia, penerimaan sementara tidak boleh membiayai kewajiban permanen tanpa
dasar. Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor
mineral membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan
produktivitas petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan;
ekonomi maritim membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional

perlu menjaga standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

7. Dana Kekayaan Negara yang Berorientasi Pembangunan

Investor negara merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal menjadi
kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur mandat, tata kelola, imbal hasil, pembangunan, dan risiko
tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan biaya, skala, risiko,
dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah modal sabar untuk transformasi tanpa intervensi
politik jangka pendek. Pemisahan tujuan stabilisasi, tabungan, dan pembangunan harus jelas. Oleh sebab
itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang terjadi pada

perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, investor negara harus menghasilkan tambahan produktivitas,

pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi apabila input
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utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok nasional tidak
berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan mandat, tata kelola, imbal hasil, pembangunan, dan
risiko yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap keterampilan, jasa teknik, logistik,

pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara bersamaan.

Pelaksanaan agenda investor negara memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara menyediakan
arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan menanggung risiko
komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun pengetahuan dan talenta;
pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk mencapai modal sabar untuk
transformasi tanpa intervensi politik jangka pendek, insentif perlu berbasis kinerja, memiliki jangka waktu,

dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak tercapai.

Dalam konteks Indonesia, pemisahan tujuan stabilisasi, tabungan, dan pembangunan harus jelas.
Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral
membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas
petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim
membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga

standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

8. Investasi Infrastruktur Produktif

Infrastruktur strategis merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal
menjadi kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur pelabuhan, logistik, listrik, air, digital, dan kawasan
industri tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan biaya,
skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah penurunan biaya transaksi serta
perluasan akses pasar. Proyek dipilih berdasarkan manfaat ekonomi-sosial, bukan besarnya anggaran.
Oleh sebab itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang terjadi pada

perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, infrastruktur strategis harus menghasilkan tambahan
produktivitas, pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi
apabila input utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok
nasional tidak berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan pelabuhan, logistik, listrik, air, digital, dan
kawasan industri yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap keterampilan, jasa teknik,

logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara bersamaan.

Pelaksanaan agenda infrastruktur strategis memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara

menyediakan arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan
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menanggung risiko komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun
pengetahuan dan talenta; pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk
mencapai penurunan biaya transaksi serta perluasan akses pasar, insentif perlu berbasis kinerja, memiliki

jangka waktu, dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak tercapai.

Dalam konteks Indonesia, proyek dipilih berdasarkan manfaat ekonomi-sosial, bukan besarnya
anggaran. Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor
mineral membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan
produktivitas petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan;
ekonomi maritim membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional

perlu menjaga standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

9. Energi Andal dan Kompetitif

Fondasi energi merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal menjadi
kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur pembangkit, jaringan, penyimpanan, efisiensi, emisi, dan
harga tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan biaya, skala,
risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah pasokan yang mendukung industri sekaligus
transisi rendah karbon. Hilirisasi boros energi dapat menciptakan nilai semu bila eksternalitas diabaikan.
Oleh sebab itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang terjadi pada

perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, fondasi energi harus menghasilkan tambahan produktivitas,
pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi apabila input
utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok nasional tidak
berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan pembangkit, jaringan, penyimpanan, efisiensi, emisi,
dan harga yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap keterampilan, jasa teknik,

logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara bersamaan.

Pelaksanaan agenda fondasi energi memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara menyediakan
arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan menanggung risiko
komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun pengetahuan dan talenta;
pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk mencapai pasokan yang
mendukung industri sekaligus transisi rendah karbon, insentif perlu berbasis kinerja, memiliki jangka

waktu, dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak tercapai.

Dalam konteks Indonesia, hilirisasi boros energi dapat menciptakan nilai semu bila eksternalitas

diabaikan. Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor
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mineral membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan
produktivitas petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan;
ekonomi maritim membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional

perlu menjaga standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

10. Modal Manusia dan Pendidikan Vokasi

Kapabilitas tenaga kerja merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal
menjadi kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur literasi, STEM, vokasi, sertifikasi, magang, dan
pembelajaran sepanjang hayat tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling
menentukan biaya, skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah tenaga kerja yang
mampu mengoperasikan, memperbaiki, dan mengembangkan teknologi. Pelatihan harus mengikuti peta
okupasi serta kebutuhan kawasan. Oleh sebab itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus

perubahan kapasitas riil yang terjadi pada perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, kapabilitas tenaga kerja harus menghasilkan tambahan
produktivitas, pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi
apabila input utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok
nasional tidak berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan literasi, STEM, vokasi, sertifikasi, magang,
dan pembelajaran sepanjang hayat yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap
keterampilan, jasa teknik, logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara

bersamaan.

Pelaksanaan agenda kapabilitas tenaga kerja memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara
menyediakan arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan
menanggung risiko komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun
pengetahuan dan talenta; pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk
mencapai tenaga kerja yang mampu mengoperasikan, memperbaiki, dan mengembangkan teknologi,
insentif perlu berbasis kinerja, memiliki jangka waktu, dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian

apabila hasil tidak tercapai.

Dalam konteks Indonesia, pelatihan harus mengikuti peta okupasi serta kebutuhan kawasan.
Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral
membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas
petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim
membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga

standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.
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11. Riset, Rekayasa, dan Pembelajaran Teknologi

Sistem inovasi merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal menjadi
kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur universitas, laboratorium, paten, prototipe, standardisasi,
dan perusahaan tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan
biaya, skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah perpindahan dari pengguna
teknologi menjadi pencipta solusi. Belanja r&d perlu terhubung dengan misi industri dan masalah nyata.
Oleh sebab itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang terjadi pada

perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, sistem inovasi harus menghasilkan tambahan produktivitas,
pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi apabila input
utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok nasional tidak
berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan universitas, laboratorium, paten, prototipe,
standardisasi, dan perusahaan yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap
keterampilan, jasa teknik, logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara

bersamaan.

Pelaksanaan agenda sistem inovasi memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara menyediakan
arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan menanggung risiko
komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun pengetahuan dan talenta;
pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk mencapai perpindahan dari
pengguna teknologi menjadi pencipta solusi, insentif perlu berbasis kinerja, memiliki jangka waktu, dapat

diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak tercapai.

Dalam konteks Indonesia, belanja R&D perlu terhubung dengan misi industri dan masalah nyata.
Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral
membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas
petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim
membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga

standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

12. Hilirisasi sebagai Tangga, Bukan Tujuan Akhir

Strategi hilirisasi merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal menjadi
kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur pemurnian, bahan maju, komponen, desain, merek, dan
layanan tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan biaya,

skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah pergerakan bertahap ke fungsi
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bernilai lebih tinggi. Ekspor produk olahan awal belum berarti penguasaan rantai nilai. Oleh sebab itu,
kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang terjadi pada perusahaan,

pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, strategi hilirisasi harus menghasilkan tambahan produktivitas,
pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi apabila input
utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok nasional tidak
berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan pemurnian, bahan maju, komponen, desain, merek, dan
layanan yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap keterampilan, jasa teknik, logistik,

pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara bersamaan.

Pelaksanaan agenda strategi hilirisasi memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara menyediakan
arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan menanggung risiko
komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun pengetahuan dan talenta;
pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk mencapai pergerakan bertahap
ke fungsi bernilai lebih tinggi, insentif perlu berbasis kinerja, memiliki jangka waktu, dapat diaudit, dan

disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak tercapai.

Dalam konteks Indonesia, ekspor produk olahan awal belum berarti penguasaan rantai nilai.
Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral
membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas
petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim
membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga

standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

13. Kompleksitas Ekonomi dan Diversifikasi

Kompleksitas produk merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal
menjadi kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur pengetahuan tersirat, jaringan kemampuan, produk
berdekatan, dan ekspor baru tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling
menentukan biaya, skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah portofolio
produksi yang lebih beragam serta sulit ditiru. Diversifikasi mengurangi ketergantungan pada harga
komoditas. Oleh sebab itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang

terjadi pada perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, kompleksitas produk harus menghasilkan tambahan
produktivitas, pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi

apabila input utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok
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nasional tidak berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan pengetahuan tersirat, jaringan
kemampuan, produk berdekatan, dan ekspor baru yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan
terhadap keterampilan, jasa teknik, logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial

tumbuh secara bersamaan.

Pelaksanaan agenda kompleksitas produk memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara
menyediakan arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan
menanggung risiko komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun
pengetahuan dan talenta; pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk
mencapai portofolio produksi yang lebih beragam serta sulit ditiru, insentif perlu berbasis kinerja,

memiliki jangka waktu, dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak tercapai.

Dalam konteks Indonesia, diversifikasi mengurangi ketergantungan pada harga komoditas.
Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral
membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas
petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim
membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga

standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

14. Rantai Nilai Global dan Strategi Upgrading

Upgrading industri merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal menjadi
kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur proses, produk, fungsi, rantai, dan posisi pasar tidak dapat
diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan biaya, skala, risiko, dan
kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah peningkatan nilai yang ditangkap perusahaan dan
pekerja domestik. Integrasi global berguna bila disertai pembelajaran serta pemasok lokal. Oleh sebab itu,
kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang terjadi pada perusahaan,

pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, upgrading industri harus menghasilkan tambahan
produktivitas, pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi
apabila input utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok
nasional tidak berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan proses, produk, fungsi, rantai, dan posisi
pasar yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap keterampilan, jasa teknik, logistik,

pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara bersamaan.

Pelaksanaan agenda upgrading industri memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara

menyediakan arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan
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menanggung risiko komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun
pengetahuan dan talenta; pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk
mencapai peningkatan nilai yang ditangkap perusahaan dan pekerja domestik, insentif perlu berbasis
kinerja, memiliki jangka waktu, dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak

tercapai.

Dalam konteks Indonesia, integrasi global berguna bila disertai pembelajaran serta pemasok lokal.
Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral
membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas
petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim
membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga

standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

15. Kandungan Lokal yang Kompetitif

Pengembangan pemasok merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal
menjadi kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur kualitas, biaya, waktu, standar, teknologi, dan
pembiayaan tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan
biaya, skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah substitusi impor berbasis
kemampuan, bukan proteksi permanen. Target kandungan lokal harus realistis, bertahap, dan terukur.
Oleh sebab itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang terjadi pada

perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, pengembangan pemasok harus menghasilkan tambahan
produktivitas, pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi
apabila input utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok
nasional tidak berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan kualitas, biaya, waktu, standar, teknologi,
dan pembiayaan yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap keterampilan, jasa teknik,

logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara bersamaan.

Pelaksanaan agenda pengembangan pemasok memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara
menyediakan arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan
menanggung risiko komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun
pengetahuan dan talenta; pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk
mencapai substitusi impor berbasis kemampuan, bukan proteksi permanen, insentif perlu berbasis
kinerja, memiliki jangka waktu, dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak

tercapai.
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Dalam konteks Indonesia, target kandungan lokal harus realistis, bertahap, dan terukur. Keberagaman
antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral membutuhkan
tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas petani dan rantai
dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim membutuhkan
pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga standar, sedangkan

pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

16. Kebijakan Pengadaan sebagai Pencipta Pasar

Pengadaan strategis merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal menjadi
kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur permintaan publik, standar, inovasi, kontrak, konsorsium,
dan evaluasi tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan
biaya, skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah pasar awal bagi produk
domestik yang berpotensi tumbuh. Preferensi harus diikuti disiplin kualitas serta keterbukaan. Oleh sebab
itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang terjadi pada

perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, pengadaan strategis harus menghasilkan tambahan
produktivitas, pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi
apabila input utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok
nasional tidak berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan permintaan publik, standar, inovasi,
kontrak, konsorsium, dan evaluasi yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap
keterampilan, jasa teknik, logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara

bersamaan.

Pelaksanaan agenda pengadaan strategis memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara
menyediakan arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan
menanggung risiko komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun
pengetahuan dan talenta; pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk
mencapai pasar awal bagi produk domestik yang berpotensi tumbuh, insentif perlu berbasis kinerja,

memiliki jangka waktu, dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak tercapai.

Dalam konteks Indonesia, preferensi harus diikuti disiplin kualitas serta keterbukaan. Keberagaman
antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral membutuhkan
tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas petani dan rantai
dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim membutuhkan
pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga standar, sedangkan

pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.
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17. Klaster Industri dan Spillover Wilayah

Ekosistem klaster merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal menjadi
kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur perusahaan utama, pemasok, logistik, universitas, kota, dan
layanan tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan biaya,
skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah kedekatan yang mempercepat
pembelajaran serta produktivitas. Kawasan industri tidak boleh menjadi enklave terputus dari ekonomi
lokal. Oleh sebab itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang terjadi

pada perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, ekosistem klaster harus menghasilkan tambahan
produktivitas, pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi
apabila input utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok
nasional tidak berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan perusahaan utama, pemasok, logistik,
universitas, kota, dan layanan yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap
keterampilan, jasa teknik, logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara

bersamaan.

Pelaksanaan agenda ekosistem klaster memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara
menyediakan arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan
menanggung risiko komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun
pengetahuan dan talenta; pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk
mencapai kedekatan yang mempercepat pembelajaran serta produktivitas, insentif perlu berbasis kinerja,

memiliki jangka waktu, dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak tercapai.

Dalam konteks Indonesia, kawasan industri tidak boleh menjadi enklave terputus dari ekonomi lokal.
Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral
membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas
petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim
membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga

standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

18. UMKM sebagai Bagian Rantai Nilai

Integrasi umkm merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal menjadi
kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur akses pasar, standar, digitalisasi, pembiayaan, mentoring,
dan kontrak tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan biaya,

skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah usaha kecil naik kelas melalui
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hubungan produktif. Kewajiban kemitraan perlu menghasilkan transfer kemampuan nyata. Oleh sebab
itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang terjadi pada

perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, integrasi UMKM harus menghasilkan tambahan produktivitas,
pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi apabila input
utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok nasional tidak
berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan akses pasar, standar, digitalisasi, pembiayaan,
mentoring, dan kontrak yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap keterampilan, jasa

teknik, logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara bersamaan.

Pelaksanaan agenda integrasi UMKM memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara menyediakan
arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan menanggung risiko
komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun pengetahuan dan talenta;
pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk mencapai usaha kecil naik kelas
melalui hubungan produktif, insentif perlu berbasis kinerja, memiliki jangka waktu, dapat diaudit, dan

disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak tercapai.

Dalam konteks Indonesia, kewajiban kemitraan perlu menghasilkan transfer kemampuan nyata.
Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral
membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas
petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim
membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga

standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

19. Pembiayaan Jangka Panjang

Arsitektur keuangan merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal menjadi
kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur bank pembangunan, obligasi, ekuitas, penjaminan, dan
pembagian risiko tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan
biaya, skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah modal dengan tenor sesuai
proyek transformasi. Kredit jangka pendek tidak memadai untuk teknologi dan infrastruktur. Oleh sebab
itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang terjadi pada

perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, arsitektur keuangan harus menghasilkan tambahan
produktivitas, pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi

apabila input utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok
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nasional tidak berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan bank pembangunan, obligasi, ekuitas,
penjaminan, dan pembagian risiko yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap
keterampilan, jasa teknik, logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara

bersamaan.

Pelaksanaan agenda arsitektur keuangan memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara
menyediakan arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan
menanggung risiko komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun
pengetahuan dan talenta; pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk
mencapai modal dengan tenor sesuai proyek transformasi, insentif perlu berbasis kinerja, memiliki jangka

waktu, dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak tercapai.

Dalam konteks Indonesia, kredit jangka pendek tidak memadai untuk teknologi dan infrastruktur.
Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral
membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas
petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim
membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga

standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

20. Investasi Asing dan Negosiasi Manfaat

Kualitas fdi merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal menjadi
kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur modal, teknologi, ekspor, pemasok, keterampilan, pajak, dan
repatriasi tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan biaya,
skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah investasi yang menambah kapabilitas
serta hubungan domestik. Insentif harus dikaitkan dengan kinerja yang dapat diverifikasi. Oleh sebab itu,
kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang terjadi pada perusahaan,

pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, kualitas FDI harus menghasilkan tambahan produktivitas,
pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi apabila input
utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok nasional tidak
berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan modal, teknologi, ekspor, pemasok, keterampilan,
pajak, dan repatriasi yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap keterampilan, jasa

teknik, logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara bersamaan.

Pelaksanaan agenda kualitas FDI memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara menyediakan arah,

barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan menanggung risiko komersial

Halaman 18



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD | Bagaimana Mengubah Surplus Menjadi Nilai Tambah Domestik

serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun pengetahuan dan talenta; pekerja
serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk mencapai investasi yang menambah
kapabilitas serta hubungan domestik, insentif perlu berbasis kinerja, memiliki jangka waktu, dapat diaudit,

dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak tercapai.

Dalam konteks Indonesia, insentif harus dikaitkan dengan kinerja yang dapat diverifikasi.
Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral
membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas
petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim
membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga

standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

21. Transfer Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual

Penguasaan pengetahuan merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal
menjadi kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur lisensi, joint venture, data, desain, rekayasa, dan
talenta tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan biaya,
skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah kemampuan menyerap,
memodifikasi, dan menciptakan teknologi. Transfer tidak terjadi otomatis hanya karena pabrik dibangun.
Oleh sebab itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang terjadi pada

perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, penguasaan pengetahuan harus menghasilkan tambahan
produktivitas, pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi
apabila input utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok
nasional tidak berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan lisensi, joint venture, data, desain,
rekayasa, dan talenta yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap keterampilan, jasa

teknik, logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara bersamaan.

Pelaksanaan agenda penguasaan pengetahuan memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara
menyediakan arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan
menanggung risiko komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun
pengetahuan dan talenta; pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk
mencapai kemampuan menyerap, memodifikasi, dan menciptakan teknologi, insentif perlu berbasis
kinerja, memiliki jangka waktu, dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak

tercapai.
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Dalam konteks Indonesia, transfer tidak terjadi otomatis hanya karena pabrik dibangun. Keberagaman
antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral membutuhkan
tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas petani dan rantai
dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim membutuhkan
pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga standar, sedangkan

pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

22. Produktivitas, Upah, dan Pekerjaan Berkualitas

Kontrak sosial produktif merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal
menjadi kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur produktivitas, upah riil, keselamatan, formalitas,
jaminan, dan suara pekerja tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling
menentukan biaya, skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah pembagian
keuntungan transformasi yang mendukung permintaan domestik. Daya saing berkelanjutan tidak
bertumpu pada upah murah. Oleh sebab itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan

kapasitas riil yang terjadi pada perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, kontrak sosial produktif harus menghasilkan tambahan
produktivitas, pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi
apabila input utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok
nasional tidak berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan produktivitas, upah riil, keselamatan,
formalitas, jaminan, dan suara pekerja yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap
keterampilan, jasa teknik, logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara

bersamaan.

Pelaksanaan agenda kontrak sosial produktif memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara
menyediakan arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan
menanggung risiko komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun
pengetahuan dan talenta; pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk
mencapai pembagian keuntungan transformasi yang mendukung permintaan domestik, insentif perlu
berbasis kinerja, memiliki jangka waktu, dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil

tidak tercapai.

Dalam konteks Indonesia, daya saing berkelanjutan tidak bertumpu pada upah murah. Keberagaman
antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral membutuhkan
tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas petani dan rantai

dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim membutuhkan
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pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga standar, sedangkan

pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

23. Perempuan, Pemuda, dan Inklusi Ekonomi

Partisipasi inklusif merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal menjadi
kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur akses kerja, kepemimpinan, pelatihan, perawatan, teknologi,
dan pembiayaan tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan
biaya, skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah basis talenta nasional yang
lebih luas. Transformasi kehilangan potensi bila hambatan sosial dibiarkan. Oleh sebab itu, kebijakan
harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang terjadi pada perusahaan, pekerja,

wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, partisipasi inklusif harus menghasilkan tambahan
produktivitas, pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi
apabila input utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok
nasional tidak berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan akses kerja, kepemimpinan, pelatihan,
perawatan, teknologi, dan pembiayaan yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap
keterampilan, jasa teknik, logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara

bersamaan.

Pelaksanaan agenda partisipasi inklusif memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara
menyediakan arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan
menanggung risiko komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun
pengetahuan dan talenta; pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk
mencapai basis talenta nasional yang lebih luas, insentif perlu berbasis kinerja, memiliki jangka waktu,

dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak tercapai.

Dalam konteks Indonesia, transformasi kehilangan potensi bila hambatan sosial dibiarkan.
Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral
membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas
petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim
membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga

standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.
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24. Pajak, Royalti, dan Pencegahan Kebocoran

Mobilisasi penerimaan merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal
menjadi kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur transfer pricing, insentif, royalti, kepatuhan, data,
dan audit tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan biaya,
skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah bagian publik yang adil dari
pemanfaatan sumber daya. Kepastian aturan harus berjalan bersama kapasitas administrasi. Oleh sebab
itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang terjadi pada

perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, mobilisasi penerimaan harus menghasilkan tambahan
produktivitas, pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi
apabila input utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok
nasional tidak berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan transfer pricing, insentif, royalti,
kepatuhan, data, dan audit yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap keterampilan,

jasa teknik, logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara bersamaan.

Pelaksanaan agenda mobilisasi penerimaan memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara
menyediakan arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan
menanggung risiko komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun
pengetahuan dan talenta; pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk
mencapai bagian publik yang adil dari pemanfaatan sumber daya, insentif perlu berbasis kinerja, memiliki

jangka waktu, dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak tercapai.

Dalam konteks Indonesia, kepastian aturan harus berjalan bersama kapasitas administrasi.
Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral
membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas
petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim
membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga

standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

25. Persaingan Usaha dan Pengendalian Rente

Disiplin pasar merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal menjadi
kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur konsentrasi, akses, monopoli, kartel, perizinan, dan
transparansi tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan
biaya, skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah inovasi serta distribusi peluang

yang lebih terbuka. Dukungan negara tanpa kompetisi dapat berubah menjadi rente permanen. Oleh
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sebab itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang terjadi pada

perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, disiplin pasar harus menghasilkan tambahan produktivitas,
pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi apabila input
utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok nasional tidak
berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan konsentrasi, akses, monopoli, kartel, perizinan, dan
transparansi yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap keterampilan, jasa teknik,

logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara bersamaan.

Pelaksanaan agenda disiplin pasar memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara menyediakan
arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan menanggung risiko
komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun pengetahuan dan talenta;
pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk mencapai inovasi serta distribusi
peluang yang lebih terbuka, insentif perlu berbasis kinerja, memiliki jangka waktu, dapat diaudit, dan

disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak tercapai.

Dalam konteks Indonesia, dukungan negara tanpa kompetisi dapat berubah menjadi rente permanen.
Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral
membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas
petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim
membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga

standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

26. Tata Kelola BUMN dan Kemitraan Swasta

Perusahaan negara strategis merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal
menjadi kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur mandat, profesionalisme, investasi, dividen, inovasi,
dan akuntabilitas tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan
biaya, skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah peran katalitik tanpa
membebani fiskal atau menutup pasar. Tata kelola menentukan apakah aset negara mencipta nilai. Oleh
sebab itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang terjadi pada

perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, perusahaan negara strategis harus menghasilkan tambahan
produktivitas, pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi
apabila input utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok

nasional tidak berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan mandat, profesionalisme, investasi,
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dividen, inovasi, dan akuntabilitas yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap
keterampilan, jasa teknik, logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara

bersamaan.

Pelaksanaan agenda perusahaan negara strategis memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara
menyediakan arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan
menanggung risiko komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun
pengetahuan dan talenta; pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk
mencapai peran katalitik tanpa membebani fiskal atau menutup pasar, insentif perlu berbasis kinerja,

memiliki jangka waktu, dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak tercapai.

Dalam konteks Indonesia, tata kelola menentukan apakah aset negara mencipta nilai. Keberagaman
antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral membutuhkan
tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas petani dan rantai
dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim membutuhkan
pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga standar, sedangkan

pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

27. Ekologi sebagai Neraca Konversi

Nilai tambah bersih merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal menjadi
kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur emisi, air, biodiversitas, kesehatan, reklamasi, dan risiko iklim
tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan biaya, skala, risiko,
dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah keuntungan setelah biaya ekologis dan sosial
diperhitungkan. Industrialisasi yang merusak modal alam dapat mengurangi kekayaan nasional. Oleh
sebab itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang terjadi pada

perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, nilai tambah bersih harus menghasilkan tambahan
produktivitas, pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi
apabila input utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok
nasional tidak berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan emisi, air, biodiversitas, kesehatan,
reklamasi, dan risiko iklim yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap keterampilan,

jasa teknik, logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara bersamaan.

Pelaksanaan agenda nilai tambah bersih memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara
menyediakan arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan

menanggung risiko komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun
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pengetahuan dan talenta; pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk
mencapai keuntungan setelah biaya ekologis dan sosial diperhitungkan, insentif perlu berbasis kinerja,

memiliki jangka waktu, dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak tercapai.

Dalam konteks Indonesia, industrialisasi yang merusak modal alam dapat mengurangi kekayaan
nasional. Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor
mineral membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan
produktivitas petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan;
ekonomi maritim membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional

perlu menjaga standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

28. Ekonomi Sirkular dan Efisiensi Material

Sirkularitas industri merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal menjadi
kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur desain, penggunaan ulang, perbaikan, remanufaktur, daur
ulang, dan simbiosis tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling
menentukan biaya, skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah nilai lebih besar
dari setiap unit material. Limbah satu proses dapat menjadi input proses lain bila standar terbangun. Oleh
sebab itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang terjadi pada

perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, sirkularitas industri harus menghasilkan tambahan
produktivitas, pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi
apabila input utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok
nasional tidak berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan desain, penggunaan ulang, perbaikan,
remanufaktur, daur ulang, dan simbiosis yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap
keterampilan, jasa teknik, logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara

bersamaan.

Pelaksanaan agenda sirkularitas industri memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara
menyediakan arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan
menanggung risiko komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun
pengetahuan dan talenta; pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk
mencapai nilai lebih besar dari setiap unit material, insentif perlu berbasis kinerja, memiliki jangka waktu,

dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak tercapai.

Dalam konteks Indonesia, limbah satu proses dapat menjadi input proses lain bila standar terbangun.

Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral
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membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas
petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim
membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga

standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

29. Dimensi Daerah dan Pembagian Manfaat

Desentralisasi produktif merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal
menjadi kemampuan ekonomiyang menetap. Unsur bagi hasil, layanan, kapasitas daerah, tata ruang, dan
partisipasi tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan biaya,
skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah daerah penghasil memperoleh
fondasi ekonomi setelah ekstraksi. Hubungan pusat-daerah perlu menyelaraskan insentif serta tanggung
jawab. Oleh sebab itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang

terjadi pada perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, desentralisasi produktif harus menghasilkan tambahan
produktivitas, pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi
apabila input utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok
nasional tidak berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan bagi hasil, layanan, kapasitas daerah, tata
ruang, dan partisipasi yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap keterampilan, jasa

teknik, logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara bersamaan.

Pelaksanaan agenda desentralisasi produktif memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara
menyediakan arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan
menanggung risiko komersial serta berinvestasi dalam produktivitas;, perguruan tinggi membangun
pengetahuan dan talenta; pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk
mencapai daerah penghasil memperoleh fondasi ekonomi setelah ekstraksi, insentif perlu berbasis
kinerja, memiliki jangka waktu, dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak

tercapai.

Dalam konteks Indonesia, hubungan pusat-daerah perlu menyelaraskan insentif serta tanggung
jawab. Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor
mineral membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan
produktivitas petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan;
ekonomi maritim membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional

perlu menjaga standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.
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30. Data, Indikator, dan Dashboard Nilai Tambah

Pengukuran kinerja merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal menjadi
kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur domestic value added, pekerjaan, produktivitas, pemasok,
pajak, emisi, dan inovasi tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling
menentukan biaya, skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah evaluasi program
berdasarkan hasil, bukan pengumuman investasi. Data terbuka memperkuat koreksi kebijakan serta
kepercayaan. Oleh sebab itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil

yang terjadi pada perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, pengukuran kinerja harus menghasilkan tambahan
produktivitas, pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi
apabila input utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok
nasional tidak berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan domestic value added, pekerjaan,
produktivitas, pemasok, pajak, emisi, dan inovasi yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan
terhadap keterampilan, jasa teknik, logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial

tumbuh secara bersamaan.

Pelaksanaan agenda pengukuran kinerja memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara
menyediakan arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan
menanggung risiko komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun
pengetahuan dan talenta; pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk
mencapai evaluasi program berdasarkan hasil, bukan pengumuman investasi, insentif perlu berbasis
kinerja, memiliki jangka waktu, dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak

tercapai.

Dalam konteks Indonesia, data terbuka memperkuat koreksi kebijakan serta kepercayaan.
Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral
membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas
petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim
membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga

standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

31. Kebijakan Industri Berbasis Kinerja

Disiplin kebijakan industri merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal
menjadi kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur tujuan, seleksi, dukungan, indikator, sunset clause,

dan evaluasi tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan
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biaya, skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah bantuan sementara yang
menghasilkan kemampuan permanen. Negara perlu berani menghentikan program yang tidak belajar.
Oleh sebab itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang terjadi pada

perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, disiplin kebijakan industri harus menghasilkan tambahan
produktivitas, pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi
apabila input utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok
nasional tidak berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan tujuan, seleksi, dukungan, indikator,
sunset clause, dan evaluasi yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap keterampilan,

jasa teknik, logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara bersamaan.

Pelaksanaan agenda disiplin kebijakan industri memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara
menyediakan arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan
menanggung risiko komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun
pengetahuan dan talenta; pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk
mencapai bantuan sementara yang menghasilkan kemampuan permanen, insentif perlu berbasis kinerja,

memiliki jangka waktu, dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak tercapai.

Dalam konteks Indonesia, negara perlu berani menghentikan program vyang tidak belajar.
Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral
membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas
petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim
membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga

standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

32. Peta Jalan Sektoral Indonesia

Prioritas transformasi merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal
menjadi kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur mineral, agroindustri, maritim, kesehatan,
elektronik, energi, dan digital tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling
menentukan biaya, skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah portofolio sektor
yang sesuai keunggulan serta kebutuhan nasional. Strategi berbeda diperlukan untuk tiap teknologi dan
struktur pasar. Oleh sebab itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil

yang terjadi pada perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, prioritas transformasi harus menghasilkan tambahan

produktivitas, pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi
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apabila input utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok
nasional tidak berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan mineral, agroindustri, maritim,
kesehatan, elektronik, energi, dan digital yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap
keterampilan, jasa teknik, logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara

bersamaan.

Pelaksanaan agenda prioritas transformasi memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara
menyediakan arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan
menanggung risiko komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun
pengetahuan dan talenta; pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk
mencapai portofolio sektor yang sesuai keunggulan serta kebutuhan nasional, insentif perlu berbasis
kinerja, memiliki jangka waktu, dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak

tercapai.

Dalam konteks Indonesia, strategi berbeda diperlukan untuk tiap teknologi dan struktur pasar.
Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral
membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas
petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim
membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga

standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

33. Tahapan Implementasi 2026-2045

Urutan pelaksanaan merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal menjadi
kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur fondasi, ekspansi, pendalaman, inovasi, internasionalisasi,
dan regenerasi tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan
biaya, skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah transisi bertahap dengan
sasaran terukur serta kemampuan koreksi. Visi jangka panjang harus diterjemahkan ke keputusan
anggaran tahunan. Oleh sebab itu, kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas

riil yang terjadi pada perusahaan, pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, urutan pelaksanaan harus menghasilkan tambahan
produktivitas, pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi
apabila input utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok
nasional tidak berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan fondasi, ekspansi, pendalaman, inovasi,
internasionalisasi, dan regenerasi yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap
keterampilan, jasa teknik, logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara

bersamaan.
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Pelaksanaan agenda urutan pelaksanaan memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara
menyediakan arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan
menanggung risiko komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun
pengetahuan dan talenta; pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk
mencapai transisi bertahap dengan sasaran terukur serta kemampuan koreksi, insentif perlu berbasis
kinerja, memiliki jangka waktu, dapat diaudit, dan disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak

tercapai.

Dalam konteks Indonesia, visi jangka panjang harus diterjemahkan ke keputusan anggaran tahunan.
Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral
membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas
petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim
membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga

standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.

34. Kesimpulan: Surplus sebagai Modal Masa Depan

Sintesis konversi merupakan mata rantai penting dalam mengubah penerimaan eksternal menjadi
kemampuan ekonomi yang menetap. Unsur stabilisasi, investasi, industri, manusia, keuangan, tata kelola,
dan ekologi tidak dapat diperlakukan sebagai proyek yang berdiri sendiri karena saling menentukan biaya,
skala, risiko, dan kecepatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah kemakmuran produktif yang
bertahan lintas generasi. Nilai surplus terletak pada kapasitas baru yang ditinggalkannya. Oleh sebab itu,
kebijakan harus menilai arus keuangan sekaligus perubahan kapasitas riil yang terjadi pada perusahaan,

pekerja, wilayah, dan institusi.

Dari perspektif transformasi struktural, sintesis konversi harus menghasilkan tambahan produktivitas,
pengetahuan, keterkaitan, serta peluang kerja. Investasi baru belum tentu bernilai tinggi apabila input
utama diimpor, keuntungan keluar, tenaga lokal terbatas pada fungsi rutin, dan pemasok nasional tidak
berkembang. Sebaliknya, proyek dengan jaringan stabilisasi, investasi, industri, manusia, keuangan, tata
kelola, dan ekologi yang kuat menciptakan efek pengganda: permintaan terhadap keterampilan, jasa

teknik, logistik, pembiayaan, bahan lokal, penelitian, dan layanan sosial tumbuh secara bersamaan.

Pelaksanaan agenda sintesis konversi memerlukan pembagian peran yang jelas. Negara menyediakan
arah, barang publik, standar, data, dan koreksi kegagalan koordinasi; perusahaan menanggung risiko
komersial serta berinvestasi dalam produktivitas; perguruan tinggi membangun pengetahuan dan talenta;
pekerja serta masyarakat berpartisipasi dalam desain perubahan. Untuk mencapai kemakmuran produktif
yang bertahan lintas generasi, insentif perlu berbasis kinerja, memiliki jangka waktu, dapat diaudit, dan

disertai mekanisme penghentian apabila hasil tidak tercapai.
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Dalam konteks Indonesia, nilai surplus terletak pada kapasitas baru yang ditinggalkannya.
Keberagaman antardaerah berarti satu formula tidak dapat diterapkan secara seragam. Sektor mineral
membutuhkan tata kelola energi dan pemulihan lingkungan; agroindustri memerlukan produktivitas
petani dan rantai dingin; industri digital memerlukan data, talenta, serta persaingan; ekonomi maritim
membutuhkan pelabuhan, ekologi pesisir, dan kepastian ruang. Koordinasi nasional perlu menjaga

standar, sedangkan pelaksanaan daerah memberi ruang pada konteks serta inovasi lokal.
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Glossarium

Domestic value added. Bagian nilai produk atau jasa yang diciptakan oleh faktor produksi dan aktivitas

ekonomi di dalam negeri.

Economic complexity. Ukuran keragaman dan kecanggihan kapabilitas produktif yang tercermin dalam

struktur produk suatu ekonomi.

Efek pengganda. Dampak berantai belanja atau investasi awal terhadap pendapatan dan kegiatan

ekonomi lanjutan.
Hilirisasi. Peningkatan pengolahan dan fungsi menuju produk atau layanan bernilai lebih tinggi.
Kandungan lokal. Porsi input, tenaga kerja, jasa, teknologi, dan nilai yang bersumber dari dalam negeri.

Kebijakan industri. Intervensi terarah untuk mengubah struktur produksi, teknologi, dan kapabilitas

ekonomi.

Klaster industri. Konsentrasi perusahaan, pemasok, institusi pengetahuan, dan layanan yang saling

terhubung.

Modal sabar. Pembiayaan jangka panjang yang memberi waktu bagi proyek produktif dan pembelajaran

untuk menghasilkan manfaat.
Nilai tambah. Selisih antara nilai output dan nilai input antara yang digunakan dalam produksi.

Spillover. Manfaat pengetahuan, keterampilan, jaringan, atau teknologi yang menyebar melampaui

penerima awal.

Structural transformation. Peralihan sumber daya menuju kegiatan yang lebih produktif, kompleks, dan

bernilai tinggi.

Sunset clause. Ketentuan penghentian otomatis suatu insentif atau program kecuali diperpanjang

berdasarkan evaluasi.

Upgrading. Peningkatan posisi dalam rantai nilai melalui proses, produk, fungsi, atau pasar yang lebih

bernilai.

Windfall. Penerimaan luar biasa yang muncul dari kondisi sementara seperti lonjakan harga komoditas.
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